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ABSTRAK

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukaan
masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon di mana
pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap, dalam
perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan penggarap bisa memulai pekerjaannya
dan juga tidak ditentukan kapan berakhirnya penggarapan. Dalam perjanjian ini,
bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan menyerahkan lahannya dan
penggarap berkewajiban untuk mengolah lahan tersebut. Sedangkan modal untuk
kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain dibagi dua
antara pemilik lahan dan penggarap. Akan tetapi pembagian hasilnya yang awalnya
biaya untuk kebutuhan pertanian dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap
justru penggarap diminta untuk membayar kembali pada saat panen tiba. Perjanjian
ini dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi. Pokok masalah dalam penelitian ini
ialah pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan
Gempol, Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif
analitik, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode analisis yang digunakan
dengan cara berfikir induktif. Menggunakan kerangka teori akad, mukhabarah,
muzara ‘ah, dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil
yang dilakukan masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon
ialah menggunakan jenis akad mukhabarah yang mana pemilik lahan menyerahkan
lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan perjanjian bahwa hasilnya
dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama,
sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Dalam hal ini dapat disimpulkan
bahwa akad bagi hasil diperbolehkan dalam hukum Islam, karena antara pemilik
lahan dan penggarap sudah sama-sama sepakat dalam kerjasama tersebut. Tinjauan
hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa
Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon secara umum akad yang
dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu
perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Pembagian hasil 50:50 yang dilakukan
masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon ini masih
kurang adil, dikarenakan hasil dari panen tersebut tidak sepadan dengan tenaga,
waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap.

Kata Kunci: Kerjasama, Bagi Hasil, Penggarapan Sawabh.



ABSTRACT

The implementation of profit-sharing cooperation in cultivating rice fields
carried out by the people of Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency
where the land owner surrenders his land to be worked on by the cultivator, in the
agreement it is not specified when the cultivator can start his work and also it is
not specified when the cultivating will end. In this agreement, the profit sharing is
carried out by the land owner by surrendering the land and the cultivator is obliged
to cultivate the land. Meanwhile, the capital for agricultural needs such as seeds,
fertilizers, medicines, etc. is divided between the land owners and the cultivators.
However, the distribution of the results, which was originally the cost for
agricultural needs, was divided between the land owner and the cultivator, instead
the cultivators were asked to pay it back when the harvest arrived. This agreement
iIs made orally without any witnesses. The main problems in this study are is the
implementation of profit-sharing cooperation in cultivating rice fields in Winong
Village, Gempol District, Cirebon Regency is Islamic law reviewing the practice of
sharing the results of cultivating rice fields in Winong Village, Gempol District,
Cirebon Regency.

This research is a field research, analytical descriptive in nature, using a
sociological juridical approach. The method of collecting data is through
observation, interviews, documentation, and analytical methods used by inductive
thinking. Using the framework of contract theory, mukhabarah, muzara'ah, and
justice theory.

The results of this study indicate that the implementation of profit-sharing
cooperation carried out by the people of Winong Village, Gempol District, Cirebon
Regency is using the type of mukhabarah contract in which the land owner submits
his land to the cultivator to be managed with an agreement that the proceeds are
divided between the land owner and the cultivator according to the agreement.
mutual agreement, while the costs and seeds are from the cultivators. In this case,
it can be concluded that the profit sharing contract is permissible under Islamic
law, because the land owner and the cultivator have mutually agreed on the
cooperation. A review of Islamic law on the implementation of profit sharing in
cultivating rice fields in Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency in
general, the contract is carried out only verbally, without presenting witnesses, the
term of the agreement is not clearly defined. The 50:50 distribution of results by the
people of Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency is still unfair, because
the results of the harvest are not commensurate with the effort, time and costs that
have been incurred by the cultivators.

Keywords: Cooperation, Profit-sharing, Ricefield Cultivation.
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(urusan yang lain).

~QS. Al-Insyirah: 6-7~

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah
menjadi manusia yang berguna.”

~Albert Einstein~

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting
sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan.”

~Sujiwo Tejo~
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan bisa
menyerap tenaga kerja bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga
sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan proses
budidaya tanaman pada lahan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan
cara menanan tanaman yang produktif sehingga dapat mencukupi kebutuhan
manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat bekerja sendiri, ia
harus bermasyarakat dengan yang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang
saling membutuhkan untuk sama-sama hidup bermasyarakat dikarenakan manusia
selalu berhubungan satu sama.

Sebagian besar mayoritas penduduk di Indonesia bermata pencaharian
sebagai petani mereka memanfaatkan potensi desanya dengan bercocok tanam.
Pada anggota masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu
untuk mengelolah lahan pertaniannya tersebut, mungkin dikarenakan sibuk dengan
kegiatan yang lain atau bisa saja memang tidak mempunyai keahlian sebagai
seorang petani. Adapun sebaliknya, diantara anggota masyarakat yang tidak
mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolah lahan pertanian
tersebut. Sehingga pihak yang mempunyai lahan pertanian menyerahkan lahannya

kepada petani penggarap supaya tanahnya bisa dikelola dengan baik. Oleh karena



itu akan terjalin kerjasama antara pihak yang mempunyai lahan dengan petani

penggarap guna untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup.

Hukum amaliyah adalah peraturan dalam bermuamalah. Sedangkan
pengertian muamalah menurut bahasa adalah bentuk masdar dari ‘amala yang
artinya saling bertindak, saling berbagi, dan saling beramal. Sedangkan menurut
istilah muamalah merupakan sistem kehidupan, sistem kehidupan ini tidak terlepas
dari dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan
bukan hanya berbasis pada nilai material saja, melainkan terdapat sandaran
transendental atau bersifat kerohanian di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Oleh
karena itu muamalah mempunyai beberapa kaidah yaitu: Hukum asal muamalah
adalah diperbolehkan, konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan,
menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang terlarang,

menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleransi.*

Dalam Islam, transaksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah.
Menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa muamalah adalah “peraturan-peraturan
Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga
kepentingan manusia”. Sedangkan menurut Rasyid Ridha muamalah adalah “tukar-
menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah

ditentunkan”.?

! 1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi,
Bisnis, dan Sosial (Bogor: Grralia Indonesia, 2012), him. 10.

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), him.



Muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang
berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut ialah berkaitan
dengan hak dan kewajiban antar manusia yang satu dengan manusia yang lain.
Muamalah juga dapat dikatakan ilmu ekonomi syariah ialah ilmu yang mempelajari
aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi,
distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur’an
dan as-Sunnah serta [jma’ para Ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan
dunia dan akhirat.®> Muamalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua
perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan
yang dikerjakan harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Rasulullah Saw.

Dalam akidah ibadah yang berlaku adalah:
&Lﬁ‘g\j 2 il Glabel)l 8 L)

Sebaliknya, dalam muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Semua
bentuk akad dan berbagai transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan
diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syara’.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

5 oay e Jals s cia Aaall & Saladl 5 2 giall L8 Jualy
H);ﬂ\
Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:

Lo yad e Jida Jay o W) 3alY dle el d JuaY)

3 Nuru Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: 2011), him. 6.



Maksud dari kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada
dasarnya boleh, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerjasama, perwakilan dan
lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadaratan,
tipuan, judi dan riba.*

Bagi hasil adalah jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik lahan.
Terkadang pekerja memiliki kemahiran di dalam pengolahan lahan sedangkan dia
tidak memiliki tanah, dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai
kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini
sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.> Bagi hasil merupakan
kegiatan yang mulia apabila pelaksanaannya menggunakan prinsip keadilan,
kejujuran, dan tidak saling merugikan satu sama lain. Sistem bagi hasil menjadi
suatu yang sangat penting dalam melakukan usaha, yang mana orang-orang
memiliki tanah tetapi tidak memiliki modal dan tenaga kerja untuk mengolah tanah
tersebut, sementara yang lain mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai
lahan. Berdasarkan keadaan yang seperti itu Kita sebagai manusia perlu yang
namanya saling membantu dan bekerjasama, maka dengan adanya sistem bagi hasil
merupakan cara yang paling efektif untuk menghasilkan lebih banyak lagi lahan
yang dapat dikelola sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan

masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia saling memerlukan dan

4 Ahmad Dijazuli, Kaidah-Kaidah Figih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),
him. 130.

% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987), hlm. 159.



membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara
tidak langsung selalu berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak lepas dari pergaulan hidup
sendiri.® Secara adil kodrati (sunnatullah), manusia diciptakan untuk
bermasyarakat, hidup berkelompok dan interdependensi antara satu dengan yang
lainnya. Tidak ada satu manusia pun yang hidup menyendiri dana bertahan hidup
lama, apalagi sampai menciptakan sebuah peradaban.” Dalam Islam telah
diterangkan bahwa manusia diciptakan di dunia salah satunya adlah untuk saling
tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan terhadap sesama makhluk. Allah

Swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

S Y 5 el Vs Al yad |yl ¥g ) iladi | lat ¥ 1 sial (el Ll

| gllancald ailla, 1305 Ulgaia) 5 age 5 g Shaimd ¢y 538 alsal) Cadl ciael ¥
e 1 sigladp | iad () ol jadl aasdll (e oS saa () o 8 LAl aSia e Y
3505 A0 ) 11580 5 o pael 5 SV e )53 slas Y g (s sl 5 L)
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Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt, menyuruh umat-Nya

untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan tagwa. Begitu

& Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muammalat (Yogyakarta: Ull Press, 2000), him.
11.

7 Farkhani, llmu Hukum Sebuah Pengangtar (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2011), him.

8 Al-Maidah (5): 2.



sebaliknya, Allah Swt melarang umat-Nya untuk saling tolong-menolong dalam
melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Demikian juga halnya dalam
kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap yaitu dengan memakai
akad bagi hasil. Dengan adanya rasa saling tolong-menolong bisa mendapatkan

keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dan lainnya.

Imam Qurthubi mengatakan: pertanian termasuk fardhu kifayah. Karena
itu wajib bagi imam memaksakan manusia ke arah itu dan apa saja yang termasuk
pengertiannya dalam bentuk menanam pohon.® Kerjasama dalam pertanian pun ada
beberapa kerjasama, salah satunya ialah penggarapan sawah orang lain dan hasilnya
dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam bahasa arab pertanian
disebut dengan muzara‘ah dan mukhabarah. Muzara‘ah dan mukhgbarah
merupakan satu pengertian. Tetapi pada saat bersamaan keduanya mempunyai arti,
yang pertama berarti tharh az-zurrah (melemparkan tanaman), yang kedua adalah
al-hadr (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama’ yang mengartikan
keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah muzara ‘ah dan
mukhabarah menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri mukhabarah adalah pemilik tanah
hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan

muzara ‘ah ialah pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.©

Dari definisi di atas ada persamaan dan perbedaan antara muzara ‘ah dan

mukhabarah, persamaannya ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk

® Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., him. 158.

10 1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi,
Bisnis, dan Sosial..., him. 161.



dikelola, sedangkan perbedaanya adalah berkaitan dengan modal, apabila modal
dari penggarap maka disebut mukhabarah, apabila modal dari pemilik tanah maka

diseebut muzara ‘ah.t

Diriwayatkan dari Abu Daud dan an-Nasa’i dari Rifa’i r.a dari Nabi Saw.,
beliau berkata: “’Yang boleh bercocok tanam ada tiga macam orang: laki-laki yang
memmpunyai tanah, dialah yang berhak menanamnya; laki-laki yang diserah
manfaat tanah, dialah yang menanamnya; dan laki-laki yang menyewa tanah

dengan emas dan perak”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus r.a “Sesungguhnya Thawus r.a
ber-mukhabarah, Umar r.a berkata, dan aku berkata kepadanya, Ya Abdurrohman,
kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi
melarangnya”. Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang
yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw tidak
melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, “Bila seseorang memberi manfaat
kepada sodaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari sodaranya

dengan yang telah dimaklumi”.

Selain ulama di atas, ulama lain yang menguatkan bahwa mukhabarah
tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatibi, mereka mengambil
alasan dari hadist Ibnu Umar sebagaimana dikutip oleh Rasjid Sulaiman dalam

bukunya.*?

1 1bid., him. 162.

12 Sulaiman Rasjid, Figih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), him. 302.
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Dari pengertian di atas peneliti mengacu pada salah satu teori kerjasama
dengan teori mukhabarah. Praktek mukhabarah yang akan peneliti analisis adalah
praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dipraktikan oleh

masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

Winong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamataan Gempol
Kabupaten Cirebon, di desa tersebut memiliki beberapa kegiatan perekonomian
seperti petani dan peternak. Desa tersebut mayoritas berprofesi sebagai petani dan
buruh tani. Bentuk pengolahan pada lahan pertanian yang mereka gunakan yaitu
dengan sistem bagi hasil, yang mana sistem tersebut adalah suatu jenis kerjasama
antara penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan menyerahkan
lahannya untuk digarap oleh pihak petani penggarap. Dalam hal ini, penggarap

menerima lahan pertanian tersebut untuk digarap dengan target hasil yang dicapai.

Dalam bagi hasil, pemilik lahan dan petani penggarap melakukan
perjanjian terlebih dahulu. Dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan penggarap
bisa dapat memulai pekerjaan pada lahan pertanian, namun dalam perjanjian tidak
ditentukan kapan berakhirnya penggarapan. Pihak penggarap boleh melakukan
penggarapan kapanpun selama penggarap masih mampu untuk mengerjakan lahan.
Dalam perjanjian ini, bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan
ketentuan pemilik lahan menyerahkan lahan dan pihak penggarap berkewajiban

dalam mengurusi masalah pengolahan lahan. Sedangkan modal untuk pengairan,



bibit, obat dan garam dibagi 1/2 antara pemilik lahan dan petani penggarap, untuk
biaya grabag dan traktor pemilik lahan dan penggarap memilih salah satu dari kedua
alat pertanian tersebut. Akan tetapi pembagian hasil yang dilakukan pemilik lahan
kepada penggarap tidak sesuai dengan akad awal yang awalnya biaya untuk
membeli bibit, obat dan garam dibagi 1/2 antara pemilik lahan dan penggarap justru
malah penggarap diminta untuk membayar kembali semua modal yang awalnya
untuk membeli bibit, obat dan garam tersebut pada saat panen tiba. Perjanjian bagi
hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni secara lisan saja dan tanpa

adanya saksi.

Setelah melihat beberapa permasalahan diatas, penyusun akan lebih fokus
membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Winong Kecamatan
Gempol Kabupaten Cirebon dalam melakukan perjanjian mengenai mukhabarah
serta untuk meneliti praktik terjadinya kerjasama bagi hasil dalam penggarapan

sawah untuk diketahui kajian hukum dalam islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA

WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa

permasalahan yaitu:
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1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa
Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil penggarapaan

sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pertanian yang
diterapkan di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil yang

diterapkan di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktik sistem
bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Winong,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

b. Secara praktis, memberikan informasi serta wawasan terhadaap penyusun
dan pembaca mengenai pelaksanaan kerjasana bagi hasil dalam
penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten

Cirebon.
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D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, ada beberapa penelitian
terdahulu yang membahas tentang sistem kerjasama bagi hasil, diantaranya adalah:

Hasil penelitian oleh Muhammad Farkhan Ali dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Wadalan (Studi di Dusun Bakalan
Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)”. Dalam
pelaksanaan praktek bagi hasil ini dalam perjanjiannya hanya ditentukan
pembagian keuntungan dari hasil kerjasama tersebut, serta ditentukan bahwa
pemilik pohon kelapa tidak turut serta dalam penyediaan alat-alat untuk mengelola
pohon. Selain itu dalam bagi hasil yang dilakukan juga tidak menyebutkan jangka
waktu bagi hasil, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan bagi hasil yang diajarkan
dalam Islam dimana jangka waktu dalam bagi hasil harus jelas.*®

Hasil penelitian oleh Eko Supriyadi dengan judul “Analisis Sistem Bagi
Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Akad
Musaqah (Studi Kasus di Desa Candra Jaya, lampung)”. Hasil skripsi ini
menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Candra Jaya masih
menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Menurut
hukum Islam praktik bagi hasil sudah sesuai prinsip musagah dengan akad. Model

perjanjian paroan ditinjau dari hukum akad musagah sudah memenuhi syarat-syarat

13 Muhammad Farkhan Ali, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil
Wadalan (Studi di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang),”
Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
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musaqah, dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang
cakap bertindak hukum, yaitu dewasa dan berakal.'*

Hasil penelitian oleh Restu Windi Utami dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di
Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”. Penelitian ini membahas permasalahan
mengenai bagaimana praktek sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan
pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara dan bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di
Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara. Penelitian ini menitikbertkan pada sistem
maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian. Adapun hasil penelitiannya
akad kerjasama pengolahan lahan dengan sistem maro tersebut sah selama tidak
merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. *°

Hasil penelitian oleh Berlian dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam
terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mipilli
Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem
kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru memang tidak sesuai dengan teori
yang berlaku dalam ekonomi Islam, namun kerjasama bagi hasil pertanian yang

mereka lakukan mengikuti sistem yang sudah dilakukan sejak dulu oleh para

14 Eko Supriyadi, “Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet
dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Candra Jaya, Lampung),” Skripsi
sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

15 Restu Windi Utami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama
Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara,” Skripsi sarjana Fakultas
Syari’ah IAIN Purwokerto (2017).
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pendahulunnya, yaitu dengan menggabungkan dua benih antara pemilik lahan dan
petani penggarap.®

Hasil penelitian oleh Susilawati dengan judul “Sistem Bagi Hasil
Tanaman Padi yang Masih di Batang ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus
Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)”. Dari hasil penelitian ini
ditemukan bahwa praktek sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di
Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dilakukan atas dasar
keterpaksaan karena tidak mempunyai lahan sawah dan tidak ada sistem bagi hasil
lainnya, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu muzara ‘ah.!’

Hasil penelitian oleh Rosdewi Indra Putra Yani dengan judul “Analisis
Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di
Kelurahan Kota Baru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif
Ekonomi Islam”. Penelitian ini dapat disimpulkan dari tinjauan ekonomi islam
terhadap pelaksanaan sistem pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan
pertanian padi di Kelurahan Kota Baru Reteh secara umum telah sesuai, namun ada

ketidak sesuaian apabila hasil panen yang di dapat sedikit tetapi tidak adanya

16 Berlian, “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Siatem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi
Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar,” Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar (2017).

17 Susilawati, “Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau dari
Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur),” Skripsi sarjana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu (2019).
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keringanan dari pemilik lahan, dan ini berbeda dengan prinsip saling tolong
menolong.'®

Hasil penelitian oleh Dewi Ayu Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa
Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini membahas
tentang masalah sistem paron dan perbedaan presentase bagi hasil lahan pertanian
di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.*®

Hasil penelitian oleh Muhammad Sukron dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo kecamatan
Grabag Kabupaten Magelang”. Skripsi ini membahas tentang bagi hasil
mukhabarah, bahwa dapat disimpulkan dalam kesepakatan tersebut hasil panen
dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50%:50% atau dalam
bahasa jawa disebut maro, yang mana biaya penggarap sawah mulai dari benih dan
lain-lain ditanggung oleh petani penggarap.°

Hasil penelitian oleh Siti Khotimah dengan judul “Sistem Bagi Hasil

Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi

18 Rosdewi Indra Putra Yani, “Analisis Sistem Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik
Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kota Baru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut
Perspektif Ekonomi Islam,” Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim
Riau Pekanbaru (2020).

19 Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian
dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro,” Skripsi
sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

20 Muhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah
di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang,” Skripsi sarjana Fakultas Syari’ah
IAIN Salatiga (2016).
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Sari Mulya Mandiri Desa Maliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin)”. Dalam skripsi ini bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh
koperasi sari mulya mandiri tidak disebutkan pada awal akad, menurut pandangan
hukum Islam hal tersebut tidak sah karena pembagian hasil harus disebutkan pada
awal akad.?

Hasil penelitian oleh Yessi Sapu Anita dengan judul “Sistem Bagi Hasil
Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kidul Kec. Tabir
Barat Kab. Merangin)”. Skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil kebun karet
menurut hukum Islam dimana sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara
pemilik kebun dan penggarap di Desa Muara Kidul sudah sesuai dengan rukun dan
syarat-syarat musaqah dalam islam.??

Hasil penelitian oleh Ariansyah Jaya Saputra dengan judul “Kerjasama
Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa
Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin”. Dalam skripsi ini dapat
disimpulkan bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga
Desa Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi islam,
tetapi dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngulak 1

masih terdapat ketidakjelasan dari jumlah pasti dari hasil panen yang dihasilkan

21 Siti Khotimah, “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin),” Skripsi sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Palembang (2019).

22 Yessi Sapu Anita, “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus
di Desa Muara Kidul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin),” Skripsi sarjana Fakultas Syariah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2918).
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oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen, pemilik lahan
tidak mendapatkan bagian dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.?3

Hasil penelitian oleh Dian Setiawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec.
Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”. Penelitian ini membahas permasalahan
tentang bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai di Desa Sendang Ayu
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan
hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai®*

Hasil penelitian oleh Kartina dengan judul “Peranan Bagi Hasil Pertanian
antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan
Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian
dari skripsi ini yaitu sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun, yang perlu diketahui
adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah
bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi

hasil yang dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam.?

23 Ariansyah Jaya Saputra, “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif
Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin,” Skripsi
sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang (2016).

24 Dian Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai
(Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah),” Skripsi sarjana
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2019).

% Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Pemilik Penggarap dan Pemilik Lahan
terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten
Gowa,” Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (2016).
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Hasil penelitian oleh Sudarmono dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam
terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang
Timur Kabupaten Lawu”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan ekonomi islam
terhadap bagai hasil petani sawah di Desa Seba-seba kecamatan Walenrang timur
Kabupaten Lawu dengan pokok permasalahan yang diangkat yaitu mengenai
bagaimana proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertaanian di
Desa Seba-seba dan bagaimana sistem bagi hasil penggarap tanah dalam tinjauan
ekonomi islam. Dari hasil penelitian tersebut terdapat sistem bagi hasil kerjasama
pertanian padi di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lawu
dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk
penyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil paronan atau
pertelon tergantung kesepakatan awal. Namun dalam hal penanggungan kerugian
bisa dikatakan bertentangan dengan para Jumhur Ulama, karena pada praktiknya
jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga
ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.?®

Hasil penelitian oleh Vendra Irawan dengan judul “Praktik Sistem
Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil di Negari Gunung Medan, Sumatra
Barat”. Skripsi ini membahas tentang kerjasama bagi hasil lahan pertanian sawah
di Negari Gunung Medan yang sering dikenal dengan istilah sistem Mampaduoi.

Walaupun disebut Mampaduoi, akan tetapi nisbah bagi hasilnya tidak mesti dibagi

2 Sudarmono, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa
Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lawu,” Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Palopo (2017).
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dua sama rata tetapi ada yang bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3
(1:2) untuk non keluarga, karena menggunakan prinsip kerjasama bagi hasil secara

kekeluargaan dan saling tolong-menolong.?’

Berdasarkan hasil telaah di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian
yang peneliti susun, tetapi jika dilihat dari tinjauan hukum islam dalam
penggarapan sawah, belum ada yang mengambil obyeknya, yaitu kerjasama bagi
hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten
Cirebon. Maka permasalahan yang akan muncul juga akan berbeda dan mempunyai

karakteristik sendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Akad

Akad merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak
yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Lafal akad berasal dari bahasa
arab, yaitu al- ‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq.
Pertalian ijab dan kabul (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan
penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek

perikatan.?®

2" \Jendra Irawan, “Praktik Sistem Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil di Negari
Gunung Medan, Sumatera Barat,” Skripsi sarjana Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang (2018).

28 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 97.
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Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-
Sanhury, akad ialah: “perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang
menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Ada pula yang mendefinisikan akad
ialah: “ikatan atas bagian-bagian tasarruf (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara

serah terima”.?®

Akad secara syar’i yaitu: “hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang
dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”, ini artinya
bahwa akad termasuk kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut
pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya

yang kemudian dua keingina itu dinamakan ijab dan kabul.*°

2. Mukhabarah

Mukhabarah menurut ulama Syafi’iyah “mukhabarah adalah mengelola
tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari peengelola. 3
Menurut ulama Hanafiyah mukhabarah adalah “akad untuk bercocok tanam dengan
sebagian yang keluar dari bumi”. Menurut dharir nash bahwa mukhabarah adalah

“menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”. Menurut

29 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Muamalat ( Jakarta: Kencana, 2010), him. 51.

30 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam (Jakarta:
Amzah, 2010), him. 16-17.

31 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 206.
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Syaikh Ibrahim al-Bajuri mukhgbarah adalah “sesungguhnya pemilik hanya
menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengeola”.®? Sedangkan
menurut Ismail Nawawi, mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap
ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedangkan benihnya dari

pekerja.®

3. Muzara‘ah

Muzara‘ah menurut Muslich secara bahasa berasal dari akar kata zara ‘a
yang berarti bermuamalah dengan cara muzara ‘ah. Sedangkan secara istilah,
muzara ‘ah didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, di mana
pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu
penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara
mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga, atau
lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan

mereka.3*

32 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), him. 154-155.

33 1smail Nawawi, Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer) (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), him. 162.

3 Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, “Penerapan Sistem Muzara’ah pada Buruh
Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi,” Jurnal Ekonomi Syariah
Teori dan Terapan, (2020), him. 6.
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Menurut ulama Maliki mendefinisikannya dengan, “perserikatan dalam
pertanian”. Menurut madzhab Hanabilah muzara ‘ah adalah penyerahan lahan
pertanian kepada seseorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.
SMuzara ‘ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut
dikemukakan oleh ar-Rafi‘i dan an-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qadhi Abu

Thayib, muzdara ‘ah dan mukhabarah merupakan satu pengertian.®

Berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, muzara ‘ah ialah mengerjakan
tanah (orang lain) seperti awah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya
(seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya

ditanggung pemilik tanah.®’

4. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain
sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam Kamus Besar Umum Bahasa
Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar “adil”. Maka kata adil mempunyai
arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau

seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak

% Muhammad Ngasifudin, “Aplikasi Muzara’ah dalam Perbankan Syariah,” Jurnal
Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 6 No. 1, (Juni 2016/1437 H), him. 2.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him. 153.

37 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Malang:
UIN-Maliki Press, 2018), him. 88.
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berat sebelah atau tidak memikah dan tidak sewenang-wenang. Pengertian kata
“adil” yang lebih menekankan pada “tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-
wenangan”, maka sesungguhnya pada setiap diri manusia telah melekat sumber
kebenaran yang disebut hati nurani. Kata “keadilan” dapat juga diartikan sebagai
suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan; atau tindakan yang
didasarkan kepada norma-norma (norma agama, norma kesusilaan, norma

kesopanan, maupun norma hukum, norma etika).®

Kata adil berasal dari bahasa arab “‘adl” yang berarti adil. Keadilan secara
leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan
umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan adalah
memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu
ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan
bernegara. Menurut Aristoteles, yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan
yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan
memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.
Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah
suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah
disepakati. Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah

diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum

% Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,”
Jurnal Administrasi Publik, him. 14.
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dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan

hal itu.®®

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga
filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoteles, Plato dan Thomas
Hobbes. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan.
Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles

mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

a. Keadilan Komutatif, yakni perlakukan terhadap seseorang dengan tidak melihat
jasa-jasa yang telah diberikannya.

b. Keadilan Distribitive, yakni perlakukan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-
jasa yang diberikannya.

c. Keadilan Kodrat alam, yakni perbuatan yang memberikan sesuatu pada
seseorang sesuai dengan yang memberikan oleh orang lain kepada kita.

d. Keadilan Konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah
menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama

baik orang lain yang tercemar.
Plato menyebutkan ada dua teori keadilan yaitu:

a. Keadilan Moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatan adil secara moral dan
apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak

dan kewajiban.

% 1bid., him. 15.
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b. Keadilan Prosedural, yakni suatu perbuatan dikkataakan adil secara prosedural
jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara

yang telah ditetapkan.*

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) yaitu dengan mempelajari kejadian fenomena yang secara
alami,** untuk itu penyusun mengambil objek di lapangan yang kiranya dapat
dijadikan sebagai sumber informasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis yang terjadi secara akurat
melalui fakta, sifat, dan hubungan yang diteliti.*> Penyusun mengamati langsung
bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah yang di praktikan di Desa Winong,

Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu metode penelitian dengan cara

mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data

“0'1bid., him. 16.

41 Dedy Mulyasa, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru llmu Komunikasi dan
llmu Sosial Lainnya) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), him. 160.

42 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63.
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tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran

mengenai masalah yang ada.*®
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan
sawah di desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Yang dimaksud
pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat
fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami

hukum yang berlaku di masyarakat.**
4. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap
pelaksanaan pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah. Oleh

karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari
sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau
kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil

pengujuan (benda). Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data

43 Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2014), him. 105.

4 Soerjono Soekanto, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Ui-Press, 1986), him. 4.
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dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda
(metode observasi).*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara
atau tidak secara langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip
baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan
kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke
Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang
berhubungan dengan penelitiannya.*®

Ada tiga bahan hukum, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.*” Undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini ialah
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian serta

Q.S Az-Zukhruf :32, Q.S Al-Wagi’ah :63-64 dan HR. Muslim.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &
D...., him. 193.

% 1bid., him. 193.

47 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), him. 141.
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2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan.*®
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus
(hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi
yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang

dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.*®

G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:
1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan
pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang

diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun

8 1bid., him. 141.

4 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. Ke-16 (Jakarta: Rajawali,
2016), him. 114.
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dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.>® Observasi dilakukan
penyusun dengan cara mengamati langsung di Desa Winong Kecamatan Gempol

Kabupaten Cirebon.
2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan
secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam
antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh
psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang
dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.>! Dalam
penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah. Adapun pihak-pihak yang terlibat

adalah pemilik tanah dan petani penggarap.
3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.®?

50 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1996), him. 26.

% 1bid., him. 95.

52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-7 (Jakarta:
Rineka Cipta, 1991), him. 202.
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H. Teknik Analisis data

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukaan,
tentu diperlukan suatu analisis data untuk mengambil kesimpulan dari data-data
yang diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan cara
berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk
mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai

fenomena yang diselidiki.>

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah
pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka penelitian ini dalam
lima bab yang terdiri tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan dan
penutup. Untuk itu penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran dan
latar belakang untuk mengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari
beberapa sub, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan secara teoritis untuk membantu memecahkan
masalah penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, pada bab kedua ini akan

dijelaskan mengenai beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: pengertian akad,

%3 Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid | (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi
UGM, 1981), him. 36.
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pengertian mukhabarah, dasar hukum mukhabarah, rukun dan syarat mukhabarah,
akad muzara’'ah serta teori keadilan.

Bab ketiga, membahas tentang mengenai gambaran umum obyek
penelitian dalam hal ini kerjasama bagi hasil serta data-data yang berkaitan dengan
penelitian ini.

Bab keempat, adalah inti dari pembahasan, dalam bab ini membahas
tentang analisis hukum islam terhadap praktik kerjasama bagi hasil dalam
penggarapan sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahas
serta memberikan saran baik kepada pemilik lahan ataupun petani penggarap. Bab
ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian

ini.
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pihak antara pemilik lahan penggarap sama-sama sepakat dalam akad
kerjasama tersebut.

2. Ditinjau hukum Islam bahwa setiap praktik kerjasama antara pemilik lahan dan
penggarap dengan menggunakan sistem bagi hasil yang ada di Desa Winong,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, secara umum akad yang dilakukan
adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian
tidak ditetapkan secara jelas. Pembagian hasil 50:50 yang dilakukan masyarakat
Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon ini masih kurang adil,
dikarenakan hasil dari panen tersebut tidak sepadan dengan tenaga, waktu dan
biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap. Menurut hukum Islam belum
sesuai dikarenakan praktik bagi hasilnya masih belum memenuhi syarat dalam

mukhabarah dan juga belum ada prinsip keadilan di dalam bagi hasil tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam
penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon
penyusun memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon
bagi yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil hendaknya apabila
melakukan akad perjanjian diharuskan secara tertulis, dengan adanya hitam
diatas putih, serta harus ada saksi supaya punya bukti. Dengan harapan pada

saat melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dapat
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menentukan pembagian hasilnya serta ditentukan juga jangka waktunya biar
jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apabila melakukan perjanjian bagi
hasil harus di perhatikan dan dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat bagi
hasil yang sudah di tentukan oleh syariat islam.

Dapat disarankan juga khususnya bagi para petani penggarap agar lebih hati-
hati lagi dalam mengelolah lahan pertanian orang lain. Sedangkan kepada
pemilik lahan harus melakukan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan
bersama, harus jujur dan adil agar pihak penggarap tidak merasakan dirugikan.
Walaupun pemilik lahan tetapi harus selalu komitmen dengan perjanjiannya
tidak boleh membeda-bedakan antara pemilik lahan dan petani penggarap,
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Buat perangkat desa hendaknya menetapkan peraturan-peraturan khusus
bermuamalah atau perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah
supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu pemilik
lahan dan penggarap dan juga sebagai fasilitator atau menjadi pihak ke-3 untuk
mediasi apabila kendala atau kesalahpahaman atas perjanian kerjasama

tersebut.
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